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TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
- | ALOKASI DANA DESA
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DENGAN RAHMAT TUHEAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan
(5), Pasal 97 ayat (3} dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undahg
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Tata
‘Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi
Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak. dan Retribusi Daerah

‘dengan Peraturan Bupati:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
+ {;pada huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati
-Lampung Utara tentang Tata Cara Pengalokasian,
‘Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1:-__,jJndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
“Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
~Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan
. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
“ pembentukan Daerah Tingkat lI termasuk Kotapraja Dalam
; Lingkungan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan sebagai .
" Undang-Undang (Lembaran Negara Repablik Indonesia
.;Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik'Indonesia Nomor 1821}); .

.« Undang-Undang Noror 6 Tahun 2014 “entang Desa
+ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang
i+ Pemerintahaxn Daerah (Lembaren Negara'Rgpublik_ Indonesia
“ ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaiména telah diubah
~ beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
" ‘Tahun 201% {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
% 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

‘? Indonesia Nrmor S679)
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4, Undanngndang Nomor 30 Tahun 2014 tentany
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun® 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); :

5. Peraturan Pemeriatah Nomor 43 Tehun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tuhun
2014 . tentang Desa (Lembaran Negara Republik
ladonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Leinbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); .

6. Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Utara Nomor 2 Tahun 2015).

b MEMUTUSKAN:

Menetai:ka.n . PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG TATA -.
CARA. PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN - - '
ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati.ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utars.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai
unsur penyelenggars pemerintahan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Dacreh yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyeclenggaraan Pemerintahan Daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dinas Daerah, Lcm]_%aga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.

8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang ‘dipimpin oleh
Camat. e

g. Inspektorat adalah I_Ihspektorat Kabupaten Lampung Utara. K

10. Camat adalah scorang Kepala Kecamatan yang beradai dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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11, De¢sa adalah klcsatuan masyarekat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pral::araa n}asyarakat,. hak
asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoresia.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pcrpcrintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Desa ddalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. :

14.Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

15. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari pénduduk desa yang
memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur
pembantu Kepala Desa. ’

16.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat ' BPD, adalah
lembaga yang melaksanaican fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan w'layah dan
ditetapkan secara demokratis. -

17.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Kantor Statistik adalah
Kantor Statistik Kabupaten Lampung Utara. -

18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan °
bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan
yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan’ dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ’

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan 'disetujui bersama oleh Pemerintalh Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

21, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

22, Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dan bersifat mengatur.

<3, Pengelolman Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, ‘pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertenggungiawaban
dan pengawasan keuangan desa.

24.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

25. Rencana Pcmbaq_g_\unan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat -
RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun. ' T

26. Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah.Desa (RKPDes) adalah hasil Musyawarah Desa tentang
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 {satu)
tahun. oo ,

27.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#



26, Pemberdayaan Masyarakat Desa — adalah  upaya mcngc;pbangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilalcu, kcrnampuan,. kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan keb1j§kan, program
kegiatan dan ‘pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

29. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan
diberikan secara teratur setiap bulannya.

30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar selurulj; pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah'i_;";i

v BAB II
: MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan

berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan
ADD. -

BAR 111 -
RUANG LINGKUP

Pasal 4
_ . \
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengalokasian ADD;
b. penyaluran ADD; dﬁx‘i
C. penggunaan ADD. B

v BAB IV
INFORMASI

P,

Pasal 5

(1} Bupati menginformél.sikan rencana Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.

(2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi bahan
penyusunan Rancangan APBDesa. :

{3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber
dari Anggaran Dana Desa pada media papan pengumuman yang ada di
kantor pemerintah. Desa untuk diakses masyarakat.

(4) Tim Pelaksana Tingkat Desa dalarn melaksanakan kegiatan yang berupa fisik
wajib membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana sebagai bahan
informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat nama kegiatan,
jumlah dana, sumber dana dan walctu pelaksanaan.



‘ BAB V | _,
PENGALOXASI ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

{1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 4 huruf {a), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
dari dana penmbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mcmpcrtimbangkan
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan
penghasilan Anggota BPD serta Rumah Tangga; dan

b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan

tingkat kesuhtanj""gcograﬁs Desa.

(3) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
ditujukan untuk rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial.

{(4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis.

" {5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan
tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hun_l__f_‘
b, bersumber dari Kantor Statistik Kabupaten Lampung Utara.

{6) Besaran Anggaran Dana Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan
Keputusan Bupatl _

Pasal 7

(1) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa

sebagaimana dimaksud dalem Pasal 6 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot
sebagai berikut:

a. 30 % (tiga puluh-pcr seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
c. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

(2) Tingkat kesulitan gcografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf b, dlgunakan sebagai faktor penggali hasil penghitungan
sebagaimana d1ma!ksud pada ayat (1).

s Pasal 8

(1) Pengalokasian ADD seba_galmana dnnakqud dalam Pasal 6 ayat [1) dilakukan
berdasarkan ketentuan sebagm berikut:

a. 40 % {(empat puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seharuh Desa;
dan

b. 60 % (cnam pultth per seratus) sebagaimana dimaksud dalarn Pasa.l 6 ayat
(1)ditagi secara proporsmnql

(2) Besaran ADD setiap Desa sebsgaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan cara:

a ADD untuk auatu Desa = Pagu ADD merata ditambah Pagn ADD
proporsional; %



b. Pagu ADD proporsional sebagaimzina h

Sy
2 b

uruf a, dihitung dengar cara; pagu
ADD Proporsional untuk suata Desa = pagu ADD proporsional Kabupaten
x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap
total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (20% X
persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas
wilayah Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (50% X pers:en’case
rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah
rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Desa ‘di Kat_bupatcn]];
dan A ; -

c. hasil penghit:t.n‘ig:ami sebagaimana dimaksud huruf b, disesuaikan dengan

tingkat kesulitan geografis sctiap Desa.

" BAB Vi
PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

. Pasal 9

(1) Penyaluran gPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dilakukan oleh! Pemerintah Daerah kepada Desa.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa., - .

{3) Reken'ng Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah rekening yang
dibuat oleh Desa pada Bank Lampung, BRI, Bank Syari’ah atau Mandiri. '

(4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dengan syarat
Peraturan Desa tentang APBDcs telah disampaikan kepada Bupati.

(5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan-Daerah.
) i}

Bagian Kedua
ADD :

e Pasal 10

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan hasil transfer di Rekening Kas Umum
Daerah pada Tahun Anggaran berjalan

(2) Penyaluran ADD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bertahap:

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh per seratus); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(3) Tah.apan pcp&yaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan

%a.lmEhIamb%g__'? {tujub) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum
aerah. S

B | BAB VII
PENGGUNAAN
Pasal 11

(1) Penggunaan ADD urntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan
kemasyarakatan Desa. “
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;

b. Pagu ADD proporsional sebagaimana nuruf a, dihitung dengaif cara; pagu
ADD Proporsional untuk suatu Desa = pagu ADD proporsionallKabupaten
x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap
total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (20% X
persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas
wilayah Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (50% x. persentase
rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah
rumah tanggaipemegang Kartu Perlindungan Sosial Desa di Kabupaten));
dan _ :

c. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b, disesuaikan dengan
tingkat kesulitan geografis sctiap Desa. '

BAB Vi
PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dilalcukan oleh:Pemerintsh Daerah kepada Desa.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cera pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa. . .

(3) Rekening Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah rekening yang
dibuat oleh Desa pada Bank Lampung, BRI, Bank Syari’ah atau Mandiri. '

(4) Penyaluran, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat
Peraturan Desa tentang APBDcs telah disampaikan kepada Bupati.

(5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan Daerah.

: . . Bagian Kedua
N £ ' ADD F

Pasal 10

(1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilakuvkan dengan memperhatikan hasil transfer di Rekening Kas Umum
Daerzh pada Tahun Anggaran berjalan.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bertahap:

a. tahap I pada bulan Maret sebeser 60% (empat puluh per seratus); dan
b, tahap I pada bulan Agustus sebesar 40% (empat pulub per seratus).

3) Tak%apan_penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilainiiean
paling lambat.7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum
Daerah. '

BAB VII~
PENGGUNAAN

Pasal 11
(1) Penggunaan; ADD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan
kemasyarakatan Desa.
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(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a. |

(3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengacu pada
RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

‘li:,-':-:a: Pasal 13

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa dapat menetapkan
prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling
lambat 2 |dua) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran.

(2) Penetayan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepala SKPD
terkait lainnya.

(3) Penetapan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. _ -

BAB VIl
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan ADD 'kepada
Bupati melalui, Camal setiap tahapan prncairan.

(2) Camat menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)
kepada Sekretariat Daerah melalui Pemerintahan Desa.

(3) Penyampaian laporan reglisasi Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: _-
a. tahap I pa'ﬁing lambat minggu keempat bulan Juni Tahun Anggaran

berjalan; dan -
b. t];ahap 11 palijag lambat minggu keempat bulan Desember Tahun Anggaran
erjalan.

,‘

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi
Penggunaan ADD sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, Bupati dapat
menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi
Penggunaan ADD.

Pasal 16 |

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran. dan’ konsolidasi
penggunaan ADD kepada Menteri dengan tembusan Menteri yang menangani
Desa, Menteri Téknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait
dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran

. berikutnya. :



. BAB IX .
- MONITORING DAN EVALUASI ,
Pasul 17

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pengalokasian,
penyaluran dan penggunaan ADD.

(2) Monitoring dan evaiuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerbitan Perdturan Desa tentang APBDes; '
b. pengelclaan dan penggunaan;
c. penyampaian laporan realisasi pengelolaan; dan
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ADD. :

(3) Hasil monitoring' dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan
dan penyaluran ADD. o

Pasal 18

(1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1} dapat membentuk Tim Pemantauan
dan Evaluasi ADD. .

(2) Tim sebaga_imang,_dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati dengan susunan sebagai berikut: :

a. Pembina;

b. Pengarah; B

¢. Ketua; '

d. Sekretaris; dan.

e. Anggota.
BAB X

PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengawasan peh_gelolaan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat.

(2) Pengawasaﬁ fungsiona] sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilaksanakan 2 kali tahapan. Tahap pettama pada bulan Juli tahun
berjalan dan tahap kedua pada bulan J anuari Tahun berikutnya.

(3) Penyelesaian hasil pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
diselesaikan paling lambat 30 {tiga puluh) hari sejak selesai dilakukan
pengawasan.

Pasal 20

(1) Masyarakat“ Desa dapat melakuken pemantauan pelaksanaan

pengelolaan d?n penggunaan ADD dan melaporkan hasilnya kepada
BPD. X e S

(2) BPD berdasarkan kewenangannya melakuken koordinasi dengen
Kepala Desa, atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). o : ’

(3) BPD melaporkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Bupati smelalui Camat untuk ditindak lanjuti. :

* (4) Camat sc‘§1 1iai  dengan Kkewenangannya, menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mclalui tahapan sebagai berikut:
a. teguran tcrt}.llis pertama;
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b, dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud huwuf a, belum
diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertulis kedua; dan

c. dalam hal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b,
belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati.

(5) Camat melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada
Bupati. _
(6) Bupati memerintahkan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti
laporan Camat.
{7) Inspektrorat melakukan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).dan melaporkan hasilnva kepada Bupati.
- B
BAB XI
i : KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seti'ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara.

) 1

-

Ditetapkan di Kotabumi .
pada tanggal & 4 2016.

BUPATI LAMPURG-UTARA,

AGUN& ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di#Kotabumi
pada tanggal - & 4 2016

%
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR../..





